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Abstract

The law protection towards plant breeder upon plant hybird product aims to shove the 

VSLULW�DQG�FUHDWLYLW\�LQ�SODQW�EUHHGHU�¿HOG��ZLWK�WKH�UHVXOW�WKDW�WKH�VRFLHW\�QHHGV�RI�KLJK�\LHOGLQJ�
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,35�DV�WKH�LQFRUSRUHDO�PRYLQJ�WKLQJV�ZKLFK�LPPDWHULDOO\�RU�LQWDQJLEOH�UHIHUV�WKDW�WKLV�ULJKW�RI�
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$FFRUGLQJ�WR�/DZ�1XPEHU����<HDU������FRQFHUQLQJ�7KH�/DZ�9DULW\�3URWHFWLRQ��WKHUH�

DUH����WKUHH��IRUP�RI�ODZ�SURWHFWLRQ�WKDW�FDQ�EH�DFKLHYHG�E\�WKH�SODQW�K\EULG�EUHHGHU��)LUVW��

WKH�WHPSRUDU\�ODZ�SURWHFWLRQ�LV�JLYHQ�XQWLO�WKH�ULJKW�KDV�JLYHQ�VLQFH�WKH�SOHD�VXEPLVVLRQ�LV�

FRPSOHWHG�DQG�DFFHSWHG�E\�WKH�+HDG�2I¿FH�RI�3ODQW�9DULHW\�3URWHFWLRQ��6HFRQG��LI�WKH�LQTXLU\�

UHVXOW�RI�WKDW�YDULHW\�LV�DSSURSULDWH�WR�WKH�ODZ�UHJXODWLRQ��WKH�ULJKW�ZRXOG�EH�JLYHQ�WKURXJK�

WKH�DSSURYDO�RI�WKH�3ODQW�9DULHW\�3URWHFWLRQ�FRQIHUUDO��,W�LV�JLYHQ�LQ�WKH�IRUP�RI�FHUWL¿FDWH��

7KLUG��KDYLQJ�WKH�FHUWL¿FDWH�RI�3ODQW�9DULHW\�3URWHFWLRQ�ULJKW�VKRZV�WKDW�WKH�SURWHFWLRQ�RI�SODQW�

YDULHW\�LQFOXGHV�LQ�,QWHOOHFWXDO�3URSHUW\�5LJKW��,35�LV�LQFRUSRUHDO�PRYLQJ�WKLQJV�UHODWHG�WR�

WKH�SURSHUW\�ULJKWV�DGKHUHG�WR�LWV�SURSULHWRU��7KH�FRQVHTXHQFH�LV�WKH�SURSULHWRU�RI�WKH�SODQW�

YDULHW\�SURWHFWLRQ�KDV�WKH�ULJKW�WR�PDNH�XVH�RI�WKH�SURGXFWLRQ�RI�LWV�SODQWV�RU�WR�JLYH�DQ�DJUHH-

PHQW�WR�RWKHU�SDUW\�RU�FRUSRUDWLRQ�WR�PDNH�XVH�RI�LW��7KH�UHVHDUFK�UHVXOW�DOVR�VKRZV�WKDW�WKH�

REVWDFOH�LQ�WKH�LPSOHPHQWDWLRQ�RI�WKH�SODQW�EUHHGHU�SURWHFWLRQ�FRPSULVHV�QRUPDWLYH��SROLWLFDO��

HFRQRPLFDO��DQG�SV\FKRORJLFDO�REVWDFOHV��,35�DV�LQFRUSRUHDO�PRYLQJ�WKLQJV�FRQWDLQ�VXEVWDQWLYH�

FKDUDFWHULVWLF�ZKLFK�FDQ�EH�LQ�FDUH�RI�PDWHULDO�JXDUDQWHH��7KHUHIRUH��WKH�PDWHULDO�JXDUDQWHH�

FDQ�EH�LQ�FDUH�RI�,35�LV�¿GXFLDU\�JXDUDQWHH�DQG�SDZQLQJ�

Kata Kunci��SHUOLQGXQJDQ�KXNXP��KDN�SHPXOLD�WDQDPDQ��WDQDPDQ�KLEULGD��KDN�NHEHQGDDQ�
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A. Latar Belakang

Pada akhir abad ke-20 (dua puluh), 

diperkirakan jumlah penduduk dunia ber-

tambah menjadi 6 (enam) milyar jiwa dan 

jumlah ini akan meningkat menjadi 8 (dela-

pan) milyar jiwa pada tahun 2020 nanti dan 

10 (sepuluh) milyar jiwa pada tahun 2035. 

Tajamnya pertumbuhan penduduk tersebut 

ditambah dengan semakin sempitnya lahan 

pertanian menjadi kendala utama pemenuh-

an kebutuhan pangan dewasa ini.
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Salah satu cara yang dapat diharapkan 

untuk menjawab permasalahan tersebut 

di atas adalah dengan menambah tingkat 

produksi per unit lahan pertanian yang di-

lakukan dengan pembudidayaan tanaman 

pangan. Namun hasil pembudidayaan yang 

telah dilakukan secara tradisional sejak ratus-

an tahun yang lalu tersebut hasilnya sangat 

berjalan lambat.

Seiring dengan hal tersebut, saat ini 

berkembang sebuah sistem pemuliaan tana-

man untuk multi tujuan yaitu bioteknologi. 

Bioteknologi merupakan penggunaan makh-

luk hidup atau bagian-bagiannya untuk 

menghasilkan barang dan jasa secara indus-

tri, serta penggunaan metode-metode pe-

misahan genetik secara langsung dan cang-

gih, menyebabkan tingkat perbaikan hasil 

panen meningkat secara drastis.

Pembudidayaan tanaman sebagaimana 

disebutkan sebelumnya, yang salah satunya 

dengan pemuliaan tanaman dilakukan de-

ngan suatu rangkaian kegiatan penelitian 

dan pengujian sesuai dengan metode baku 

untuk menghasilkan varietas baru atau mem-

pertahankan kemurnian benih varietas yang 

dihasilkan. Pemuliaan tanaman tersebut, se-

cara normatif dilakukan oleh yang namanya 

pemulia tanaman. Apabila berbicara hal 

yang baru dan berasal dari sebuah pemikir-

an/ide seseorang dan menghasilkan sesuatu 

yang kongkrit, maka timbul sebuah konsep 

hukum yang dinamakan dengan Hak Atas 

Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut 

sebagai HKI).

Di Indonesia, perlindungan terhadap 

varietas tanaman diatur dalam Undang-Un-

dang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Per-

lindungan Varietas Tanaman. Perlindungan 

tersebut sebagaimana diatur dalam undang-

undang tersebut terdiri dari perlindungan 

terhadap pemulia tanaman yang merupakan 

orang yang menemukan dan menghasilkan 

varietas baru serta bagi orang yang meneri-

ma hak dari pemulia tanaman untuk meman-

faatkan suatu varietas.

Berbicara mengenai perlindungan hu-

kum terhadap HKI, artinya berbicara pula 

mengenai konsep dasar kepemilikan HKI 

dan konsep hak yang melekat pada itu HKI 

sendiri. HKI adalah benda bergerak yang 

kepemilikannya dan/atau perolehan kenik-

matannya dapat dialihkan.

Hak milik sebagai salah satu hak 

kebendaan yang memberikan kenikmatan 

atas bendanya sebagaimana dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, dapat di-

jadikan jaminan kebendaan berdasarkan 

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Dengan dijadikannya jaminan 

suatu hak milik atas suatu benda, maka hak 

kebendaannya bukan lagi memberikan ke-

nikmatan, tetapi menjadi hak kebendaan 

yang memberikan jaminan.

Permasalahannya, dalam kaitannya 

dengan Undang-Undang 29 Tahun 2000 

Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, 

ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai 

pembebanan HKI berupa hak perlindungan 

varietas tanaman untuk jaminan terhadap 

suatu utang. Permasalahan ini akan tim-

bul jika pemulia tanaman melakukan suatu 

perjanjian dengan jaminan kebendaan yang 

objeknya berupa hak perlindungan varietas 

tanaman. Dalam konsepnya, seharusnya hak 

perlindungan varietas tanaman dapat dijadi-

kan jaminan, baik gadai yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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PDXSXQ� ¿GXVLD� VHEDJDLPDQD� GLDWXU� GDODP�

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia.

Walaupun dalam Undang Undang 29 

Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman tidak disebutkan hak pemulia tana-

man untuk membebankan hak pemuliaan 

tanamannya dengan suatu jaminan yang 

berlaku bagi benda bergerak, tetapi dengan 

konsep hak dan kepemilikan HKI tersebut di 

atas diharapkan menjadi jawaban dan inspi-

rasi bagi pengaturan lebih lanjut mengenai 

hal tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas 

penulis merumuskan permasalahan sebagai 

berikut, 3HUWDPD, bagaimanakah bentuk 

perlindungan hukum yang dapat diperoleh 

oleh pemulia tanaman hibrida? Kedua, 

bagaimana kendala yang dihadapi dalam 

penyalahgunaan hak pemuliaan tanaman? 

.HWLJD, bagaimana kedudukan hak pemulia 

tanaman sebagai bagian dari hak kebendaan 

dalam hukum perdata ketika hak pemulia 

tanaman tersebut dibebankan jaminan baik 

JDGDL�PDXSXQ�¿GXVLD"

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum normatif, karena menggunakan ba-

han penelitian berupa bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Penelitian ini didukung pula dengan 

sumber data primer yang diperoleh secara 

langsung dari para narasumber dan respon-

den yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian lapangan dilakukan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, meliputi Fakultas Per-

tanian UGM, Fakultas Biologi UGM, Balai 

3HQJDZDVDQ�GDQ�6HUWL¿NDVL�%HQLK�7DQDPDQ�

Pangan dan Hortikultura Yogyakarta, Ba-

lai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 

Yogyakarta, Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultural 

Kabupaten Sleman, Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah 

Yogyakarta.

Alat yang digunakan untuk mendapat-

kan data primer dalam penelitian ini adalah 

dengan cara pengamatan secara langsung 

ke lapangan untuk memperoleh keterangan 

yang relevan dengan objek penelitian melalui 

wawancara mendalam (,QGHSWK� ,QWHUYLHZ). 

Pedoman wawancara (,QWHUYLHZ�JXLGH) beri-

si pertanyaan yang sifatnya terbuka dibuat 

sebelum terjun ke lapangan yang digunakan 

sebagai pengarah pada saat wawancara.

Penelitian ini dilakukan melalui 2 

(dua) tahap. 3HUWDPD, dilakukan penelitian 

kepustakaan dengan cara pengumpulan ba-

han hukum primer, bahan hukum sekunder 

maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya 

dilakukan melalui studi dokumen. Kedua, 

dilakukan penelitian lapangan yang dimulai 

dengan penyusunan daftar pertanyaan (pedo-

man wawancara). Setelah daftar pertanyaan 

(pedoman wawancara) siap maka langsung 

melakukan wawancara.

Data-data yang telah tekumpul selan-

jutnya dianalisis secara kualitatif melalui 

tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

 Reduksi data meliputi proses pemilih-

an, pemusatan perhatian, penyederha-

naan, pengabstrakan dan transformasi 

data mentah yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan maupun ha-

sil wawancara yang ada. 
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Selain Malika, beberapa peneliti/pemu-

lia di Fakultas Biologi UGM sedang melaku-

kan pemuliaan tanaman Melon tahan virus 

dan jamur tepung melalui proses hibridisasi 

untuk menghasilkan varietas hibrida.1

Dari kedua varietas hibrida tersebut, 

tentu ada persamaannya, yaitu belum didaf-

tarkan untuk memiliki Hak Perlindungan Va-

rietas Tanaman, tetapi perbedaannya adalah 

Malika telah mendapatkan perlindungan 

oleh hukum karena merupakan varietas ung-

gul setelah dilakukan pelepasan varietas 

oleh pemerintah melalui SK Menteri Perta-

nian Nomor 78/Kpts/SR.120/2/2007, sedang-

kan Melon tahan virus dan jamur tepung be-

lumlah mendapatkan perlindungan hukum 

karena masih dalam tahap pengujian dan 

belum dilepas sebagai varietas unggul. Oleh 

karena itu, Melon tahan virus dan jamur te-

pung bukanlah subjek perlindungan hukum 

yang tercakup dalam Perlindungan Varietas 

Tanaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

di Daerah Istimewa Yogyakarta, belum ada 

petani dan/atau peneliti yang mendaftarkan 

hak Perlindungan Varietas Tanaman. Peme-

rintah kota dan Kabupaten di Daerah Istime-

wa Yogyakarta telah mendaftarkan varietas 

lokal masing-masing,2 sebanyak 9 (sembi-

lan) varietas lokal.

Dengan adanya pendaftaran varietas 

lokal oleh pemerintah daerah, bukan berarti 

memiliki hak Perlindungan Varietas Tanam-

an, tetapi yang dilindungi hanyalah nama 

1 Hasil wawancara dengan Budi Setiadi Daryono, Ph.D., selaku peneliti dan dosen Fakultas Biologi UGM pada 

hari Rabu, 2 Juli 2008.
2 Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi 

milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.

b. Penyajian Data

 Data dalam penelitian ini akan disaji-

kan dalam bentuk tabel, bagan, ataupun 

dalam bentuk teks narasi. 

c. Penarikan Kesimpulan

 Dalam tahap ini akan dilakukan upaya 

untuk mencari makna dari catatan ten-

tang keteraturan-keteraturan, pola-pola 

SHQMHODVDQ��NRQ¿JXUDVL��GDQ�DOXU�VHEDE�

akibat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pelaksanaannya di Daerah Is-

timewa Yogyakarta khususnya di Universitas 

Gadjah Mada (UGM), pemuliaan tanaman 

yang menciptakan varietas hibrida masih-

lah sangat sedikit. Contoh pelaksanaannya 

adalah sebagaimana dilakukan oleh Fakultas 

Pertanian UGM yang bekerja sama dengan 

PT. Unilever Indonesia, Tbk. telah berhasil 

menemukan varietas unggul kedelai hitam 

yang disebut Malika.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No-

mor 78/Kpts/SR.120/2/2007 pada tanggal 7 

Februari 2007, Malika dilepas sebagai Va-

rietas Unggul Nasional. Malika merupakan 

varietas hasil pemuliaan. Namun, pihak 

Fakultas Pertanian UGM tidak mengajukan 

permohonan pendaftaran hak perlindungan 

varietas tanaman. Dengan tidak adanya per-

mohonan hak Perlindungan Varietas Tana-

man, maka pemulia Malika tidak memiliki 

hak Perlindungan Varietas Tanaman seba-

gaimana yang telah ditentukan.



 Hariyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Tanaman 491

dan jenis varietas yang didaftarkan, karena 

varietas lokal tidak memiliki unsur baru, 

unik, seragam, stabil, serta tidak dihasil-

kan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan 

pemuliaan.3

1. Perlindungan Hukum yang Dapat 

Diperoleh Oleh Pemulia Tanaman 

Hibrida

a. Perlindungan Sementara

Untuk mendapatkan hak Perlindungan 

Varietas Tanaman perlu mengajukan per-

mohonan hak Perlindungan Varietas Tanam-

an ke Kantor Pusat Perlindungan Varietas 

Tanaman. Dalam mengajukan permohonan 

hak Perlindungan Varietas Tanaman, Un-

dang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 ten-

tang Perlindungan Varietas Tanaman telah 

memberikan perlindungan berupa perlind-

ungan sementara. Kongkritisasi perlindun-

gan sementara ini adalah pemulia tanaman 

yang mendaftarkan varietas tanamannya un-

tuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas 

Tanaman dilindungi penggunaan varietasnya 

dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

pihak lain seperti pendaftaran atas varietas 

yang sama atau gugatan dari pihak lain yang 

mengakui bahwa varietas tanaman tersebut 

bukan merupakan milik pihak yang mendaf-

tarkan.

Dengan adanya perlindungan tersebut, 

maka pemohon juga memiliki hak, namun 

hak yang dimaksud dalam perlindungan 

sementara tersebut bukanlah dianggap seb-

agai benda, sehingga kepemilikan dan/atau 

perolehan kenikmatan belum dapat dialih-

kan.

b. Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman diberi-

kan atas varietas tanaman dari jenis atau 

spesies tanaman yang baru, unik, seragam, 

stabil, dan diberi nama baik untuk tanaman 

semusim maupun tanaman tahunan. 

Pemberian hak Perlindungan Varietas 

Tanaman diberikan setelah melalui proses 

pendaftaran dan pemeriksaan administratif 

dan substantif. Dengan adanya hak Perlin-

dungan Varietas Tanaman maka perlin-

dungan yang diterima oleh pemohon adalah 

perlindungan secara penuh. Hak Perlindung-

an Varietas Tanaman merupakan hak yang 

bersifat kebendaan. Oleh karenanya, sebagai 

benda bergerak maka kepemilikan dan/atau 

perolehan kenikmatan dari hak Perlindung-

3 ,ELG��

  Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perba-

nyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah 

diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih 

dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

  Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varie-

tas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak 

PVT.

  Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut ter-

bukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-

beda.

  Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam 

berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami 

perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.
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an Varietas Tanaman dapat dialihkan.

c. Perlindungan HKI sebagai Benda 

Bergerak Tidak Berwujud

Varietas-varietas unggul hasil dari pene-

litian pemuliaan, baik secara konvensional, 

maupun dengan cara bioteknologi yang telah 

mendapatkan hak Perlindungan Varietas 

Tanaman dapat dikategorikan sebagai HKI, 

karena di dalamnya mengandung unsur 

HKI.4 HKI dianggap sebagai benda bergerak 

tidak berwujud maka di dalamnya melekat 

konsep kepemilikan.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pelak-

sanaan Perlindungan Hak Pemulia 

Tanaman

a. Kendala yang bersifat normatif

Hak Perlindungan Varietas Tanaman 

sebagai hak kekayaan intelektual yang 

merupakan benda bergerak tidak berwujud 

maka dapat dijaminkan. Namun, dalam Un-

dang-Undang tersebut tidak diatur secara 

jelas mengenai hak pemulia tersebut untuk 

menjaminkan hak Perlindungan Varietas 

Tanamannya. Untuk itu diperlukan peraturan 

pelaksana dari Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

Tanaman yang mengatur mengenai jaminan.

b. Kendala yang bersifat politis.

Adanya kepentingan daerah atau insti-

tusi tertentu terhadap varietas-varietas yang 

dihasilkan, sehingga hal tersebut menye-

babkan daerah atau institusi tertentu tidak 

menghendaki untuk mendaftarakan varietas-

varietas tersebut untuk mendapatkan hak 

Perlindungan Varietas Tanaman.

c. Kendala yang bersifat ekonomis

Biaya yang dikeluarkan dalam pemu-

liaan tanaman hingga diterbitkannya serti-

¿NDW� KDN� 3HUOLQGXQJDQ� 9DULHWDV� 7DQDPDQ�

sangat besar, serta proses yang sangat pan-

jang dan lama menyebabkan rendahnya 

kesadaran pemulia tanaman untuk melaku-

kan pemuliaan tanaman untuk menciptakan 

varietas-varietas baru.

d. Kendala yang bersifat psikologis

Kurangnya kesadaran pemulia untuk 

mendaftarkan varietas yang telah ditemukan 

untuk mendapatkan hak Perlindungan Varie-

tas Tanaman.

3. Kedudukan Hak Pemulia Tanaman 

sebagai Bagian dari Hak Kebendaan 

dalam Hukum Perdata Ketika Hak 

Pemulia Tanaman tersebut Dibe-

bankan Jaminan Baik Gadai mau-

pun Fidusia

Dalam Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas 

7DQDPDQ�� 3DVDO� �� PHQFDQWXPNDQ� GH¿QLVL�

³KDN� SHPXOLD� WDQDPDQ� \DNQL� KDN� NKXVXV�

\DQJ�GLEHULNDQ�ROHK�QHJDUD�NHSDGD�SHPXOLD�

GDQ�DWDX�SHPHJDQJ�KDN�SHUOLQGXQJDQ�YDULH-

WDV�WDQDPDQ�XQWXN�PHQJJXQDNDQ�VHQGLUL�YD-

ULHWDV�KDVLO�SHPXOLDDQQ\D�DWDX�PHPEHULNDQ�

SHUVHWXMXDQ� NHSDGD� RUDQJ� DWDX� EDGDQ� KX-

NXP�ODLQ�XQWXN�PHQJJXQDNDQ�VHODPD�ZDNWX�

tertentu”. Selain itu, dalam Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan 

Varietas Tanaman juga mengatur pengalihan 

sebatas pada pewarisan, hibah, wasiat, per-

janjian dalam bentuk akta notaris, dan sebab 

4 Unsur HKI terdiri dari kreasi, invensi, dan inovasi yang berasal dari pemikiran/ide seseorang.
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lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Hak Atas Kekayaan Intelektual meru-

pakan salah satu bentuk dari hak kebendaan. 

Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan 

jaminan atas suatu utang. Karena Hak Atas 

Kekayaan Intelektual adalah benda bergerak 

yang tidak berwujud, maka konsep jaminan 

kebendaan yang tepat adalah jaminan gadai 

GDQ�MDPLQDQ�¿GXVLD�

Serupa tetapi tidak sama dengan gadai, 

Hak Atas Kekayaan Intelektual (apapun je-

QLVQ\D�� MXJD� GDSDW� GLMDGLNDQ� REMHN� ¿GXVLD�

GDQ�NHWHQWXDQ�¿GXVLD�SDGD�XPXPQ\D�NDUH-

na Hak Atas Kekayaan Intelektual merupa-

kan benda bergerak. Namun perbedaannya 

adalah mengenai penguasaan benda jamin-

annya. Dalam gadai, benda jaminan dikua-

VDL� ROHK� NUHGLWXU�� VHGDQJNDQ� GDODP�¿GXVLD��

benda jaminan dikuasai oleh debitur.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pem-

bahasan di atas dapat dirumuskan kesimpu-

lan, 3HUWDPD, bentuk perlindungan hukum 

yang diperoleh pemulia tanaman hibrida 

berupa perlindungan hukum sementara, 

pemberian hak Perlindungan Varietas Tana-

man, dan HKI sebagai benda. Dalam pelak-

sanaannya, di Daerah Istimewa Yogyakarta 

belum ada yang mendaftarkan varietasnya 

untuk mendapatkan hak perlindungan Va-

rietas Tanaman. Kedua, kendala-kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan perlind-

ungan hak Pemuliaan Tanaman, yaitu ken-

dala yang bersifat normatif, politis, eko-

nomi, dan psikologi. .HWLJD� HAKI sebagai 

benda bergerak tidak berwujud memiliki si-

fat hak kebendaan yang salah satunya dapat 

dibebankan atas jaminan kebendaan. Oleh 

karena itu, jaminan kebendaan yang dapat 

GLEHEDQNDQ�DWDV�+$.,�DGDODK�MDPLQDQ�¿GX-

sia dan gadai.
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